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Menimbang

Mengingat

PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan program
keselamatan penerbangan nasional dan menyesuaikan
ketentuan International Civil Aviation Organization Annex
19 mengenai Safety Management, perlu mengatur sistem
manajemen keselamatan secara sistematis bagi penyedia
jasa penerbangan,;

bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62
Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19)
tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang
Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah



Menetapkan
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PENYEDIA
JASA PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1%

Sistem Manajemen Keselamatan adalah pendekatan
sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk
struktur organisasi, akuntabilitas, tanggung jawab,
kebijakan dan prosedur yang diperlukan.

Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara
untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara
untuk pelayanan umum.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai
penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang
belum diusahakan secara komersial.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
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Pasal 2

Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat,

melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan

secara berkelanjutan Sistem Manajemen Keselamatan
dengan berpedoman pada program keselamatan
penerbangan nasional.

Selain  berpedoman pada program keselamatan

penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), juga mempertimbangkan implikasi kinerja manusia.

Penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit:

a. Badan Usaha Angkutan Udara;

b. pemegang perizinan angkutan udara bukan niaga
yang mengoperasikan pesawat terbang dengan berat
tinggal landas lebih dari 5.700 kg (lima ribu tujuh
ratus kilogram) atau pesawat terbang bermesin
turbojet 1 (satu) atau lebih;

c. pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara
tanpa awak;

d. penyelenggara heliport yang melayani kepentingan
umum,;

e. Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara
Bandar Udara;

f.  penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;

badan usaha pemeliharaan pesawat udara;

penyelenggara pendidikan dan pelatihan
penerbangan; dan

i. badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat
udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat
terbang, dan komponen pesawat udara.

Badan usaha pemeliharaan pesawat udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan badan usaha
pemeliharaan pesawat udara yang memberikan layanan
kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau
pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa
awak.

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan

penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan
yang mengoperasikan pesawat udara dalam rangka
pendidikan dan pelatihan penerbangan.

Sistem  Manajemen Keselamatan penyedia jasa

penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat pengesahan dari Menteri.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

mendelegasikan  pengesahan Sistem Manajemen

Keselamatan kepada Direktur Jenderal.

Pengesahan Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk surat

persetujuan.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

diberikan terhadap Manual Sistem Manajemen

Keselamatan dan Rencana Implementasi Sistem

Manajemen Keselamatan.

SHL)



Pasal 3

(1) Sistem Manajemen Keselamatan penyedia jasa
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. kebijakan dan sasaran keselamatan;
b. manajemen risiko keselamatan;
c. jaminan keselamatan; dan
d. promosi keselamatan.

(2) Kebijakan dan sasaran Kkeselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan
keselamatan, tujuan keselamatan dan sumber daya.

Pasal 4
Kebijakan keselamatan, tujuan keselamatan dan sumber daya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. komitmen pimpinan penyedia jasa penerbangan;
b. tanggung jawab dan akuntabilitas keselamatan;
c. penunjukan personel utama keselamatan;
d. koordinasi penanggulangan gawat darurat; dan
e. dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan.

Pasal 5
Manajemen risiko keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b memuat:
a. identifikasi bahaya; dan
b. penilaian dan mitigasi risiko keselamatan.

Pasal 6

(1) Jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ memuat:

a. pengukuran dan pengawasan kinerja keselamatan,
yang paling sedikit memuat:

1. proses audit internal, penetapan indikator
kinerja keselamatan dan/atau target kinerja
keselamatan;

2. pengukuran dan pengawasan pencapaian tujuan
keselamatan; dan

3. validasi  efektivitas  pengendalian  risiko
keselamatan.

b. perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan secara
berkelanjutan; dan
c. manajemen perubahan.

(2) Penetapan target kinerja keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yang akan dicapai
harus minimal sama atau lebih baik dari target kinerja
keselamatan nasional.

Pasal 7
Promosi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d memuat:
a. pelatihan dan pendidikan; dan
b. komunikasi keselamatan.
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Pasal 8

Penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) wajib menetapkan sistem pelaporan
keselamatan penerbangan sebagai bagian dari identifikasi
bahaya pada implementasi Sistem Manajemen
Keselamatan.

Sistem pelaporan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi
pengumpulan dan pemrosesan data keselamatan dan
informasi keselamatan yang didapat dari laporan dan
analisis kejadian serta sumber terkait lainnya pada
penyedia jasa penerbangan.

Penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melindungi data keselamatan dan informasi
keselamatan yang didapat dari laporan dan analisis
kejadian serta sumber terkait lainnya yang dilaporkan
melalui sistem pelaporan keselamatan penerbangan
penyedia jasa penerbangan.

Pasal 9

Penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3), maupun penyedia jasa penerbangan

lainnya wajib melaporkan kecelakaan dan peristiwa yang

dapat menimbulkan risiko  signifikan terhadap
keselamatan penerbangan melalui sistem pelaporan wajib.

Penyedia jasa penerbangan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:

a. pemegang perizinan angkutan udara bukan niaga
yang mengoperasikan pesawat udara dengan berat
tinggal landas kurang dari 5.700 kg (lima ribu tujuh
ratus kilogram) dan bukan turbojet;

b. badan usaha pemeliharaan pesawat udara yang tidak
secara langsung menyediakan layanan kepada Badan
Usaha Angkutan Udara;

c. badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan
bandar udara khusus;

d. penyelenggara heliport yang melayani kepentingan
sendiri; dan

e. penyelenggara aerodrome perairan.

Peristiwa yang dapat menimbulkan risiko signifikan

terhadap keselamatan penerbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam hal terjadi peristiwa selain kecelakaan dan

peristiwa yang dapat menimbulkan risiko signifikan

terhadap keselamatan penerbangan, penyedia jasa
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3), penyedia jasa penerbangan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan/atau personel operasional

dapat melaporkan peristiwa tersebut melalui Sistem
pelaporan sukarela.



Pasal 10
Sistem Manajemen Keselamatan dan sistem pelaporan
keselamatan penerbangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan sistem
pelaporan keselamatan penerbangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penyedia jasa penerbangan dan/atau penyedia jasa
penerbangan lainnya yang melanggar ketentuan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8,
dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap
pelanggaran ketentuan di bidang Penerbangan.

Pasal 13
Sistem Manajemen Keselamatan penyedia jasa penerbangan
yang telah disahkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun
2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19)
tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1098); dan

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830)
tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian
Serius Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1155),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



s

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,
b

F. Budi Prayitno






